
BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional maka diperlukan dana untuk menunjang pelayanan
kesehatan di tingkat dasar yang dilaksanakan di Fasilitas
Kesehatan tingkat Pertama  beserta jaringannya;

b. bahwa agar dana yang digunakan memenuhi tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah maka perlu
menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan
pertama milik pemerintah daerah Kabupaten Banjar Tahun
2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10  Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah
fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
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5. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksana,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh
FKTP dari BPJS Kesehatan.

6. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka
kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna/pengguna
barang.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip,
efisiensi dan produktivitas.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan APBD.

12. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang
ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawaban dana kapitasi.

13. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan/jasa yang diberikan atas
pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka
pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medik, konsultasi
medik, dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya.

14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang
meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, konsultasi medis,
perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan.

BAB II
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme pengelolaan dan
pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah.
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BAB III
PENGELOLAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Kapitasi merupakan salah satu cara pembayaran dari BPJS atas pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh FKTP milik pemerintah daerah.

(2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 4

(1) Pembayaran dana kapitasi dibayarkan setiap bulan oleh BPJS kepada FKTP
sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.

(2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan langsung oleh
BPJS kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(3) Bendahara kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
membuka rekening dana kapitasi JKN yang merupakan bagian dari rekening
BUD.

(4) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Bank yang ditunjuk untuk
penempatan rekening BUD adalah Bank milik pemerintah daerah.

(5) Penggunaan dana kapitasi oleh FKTP harus mengikuti mekanisme keuangan
daerah dimana harus dituangkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

(6) Untuk Tahun 2014 dana kapitasi FKTP yang langsung diterima dari BPJS
yaitu dana kapitasi mulai Bulan Juni 2014.

Bagian Ketiga

Tata Laksana Pencairan

(1) Pencairan dana kapitasi FKTP hanya bisa dicairkan setelah FKTP membuat
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan mekanisme keuangan yang
berlaku di Kabupaten Banjar.

(2) Penerimaan Dana kapitasi Bulan Juni Tahun 2014 dan seterusnya hanya
bisa di realisasikan setelah adanya pengesahan APBD Perubahan tahun
2014.

(3) Sehubungan dengan telah dilakukannya pelayanan kesehatan oleh FKTP,
maka anggaran dana kapitasi yang sudah disahkan dalam APBD perubahan
dapat digunakan untuk membayarkan kegiatan sejak Bulan Juni 2014.

BAB I V
PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

(1) Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan
kesehatan dan dukungan biaya opersional.

(2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi jasa
pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan.
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(3) Jasa Pelayanan Kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen) dari total penerimaan dana
kapitasi JKN dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.

(4) Ketentuan lain mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan
dukungan operasional pelayanan kesehatan diatur dengan Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran kapitasi Bulan Juni dan
seterusnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPAREN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 22



7


